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BUPATI BARITO TIMUR
PROVINSI I{ALIMAITTAN TEITGA}I

PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 20 TAHUN 2()17

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN
PA"'AK DAERAH DAIY RETRIBUSI DAERAII

Menimbang : a.

DENGAN RAHMAT TUHAN'YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO TIMUR,

bahwa untuk meningkatkan semangat kerja bagi Perangkat
Daerah Pelaksana Pemunpxrt Pajak dan Retribusi Daerah dan
memperhatikan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 9731
2594|KDUDA Perihal Insentif Pemungutan Pajak Daerah Pada
Pemerintah Kabupaten I Kota serta dalam rangka
mengoptimalkan pendapatan asli daerah perlu diberikan
Insentif yang sesuai dengart Peraturan yang berlaku;

bahwa untuk Perangkat Daerah Pelaksana Pemungut Pajak dan
Retribusi Daerah dapat diberi insentif atas dasar pencapaian
kinerja tertentu;

bahwa untuk maksud parla huruf a dan b tersebut di atas,
perlu menetapkan Peratur.an Bupati Barito Timur tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2AO2 tentang Pembentukan
Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten
Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas,
Kabupaten Pulang Pisatt, Kabupaten Murung Raya db"n

Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah;
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AO2 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a18O);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a2881;

Undang-Undang Nomor 1 'fahun 2OA4 tentang Perbendaharaan
Negara (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AO4

Nomor 5, Tambahan lernbaran Negara Republik Indonesia
Nomor a355);

Mengingat : 1.

b.
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Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2AA4 tentang Pemeriksaan
dan Tanggung Jawab Ke uangan I{egara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahrrn 2AO4 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indo4esia Nomor aaOA\

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 20O9 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO9 Nomor 130, Ta.mbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5Oa9);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Al4 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara. Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 20 15 tentang
Perubahan kedua Atas Unctang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Da.erah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nonror 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor l;6791;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun
2OO5 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Rep-rblik Indonesia Nomor 4576\
sebagaimana telah diubah rlengan Peraturan Pemerintah Nomor
65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 56 Tahun 2005 tt:ntang Sistem Informasi Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1A
Nomor 11O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Relrublik Indonesia Nomor 58 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor l4O, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a578);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun
2OOT tentang Pengelolaar: Uang Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2AOT Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor a783];

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun
2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(Lembaran Negara Republil: Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

Peraturan Pemerintah Retrrublik Indonesia Nomor 69 Tahun
2OLO tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Relrublik Indonesia Nomor L2 Tahun
2Al7 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6Aa\;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
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diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 62 Tahun 2C 11 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Nt:geri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Ke uangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2OlL Nomor 31O);

Peraturan Daerah Kabupal.en Barito Timur Nomor 2 Tahun
2Ol7 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Barito Timur Nomor 2 Tahun 2OLl);

Peraturan Daerah Kabupa,-en Barito Timur Nomor 5 Tahun
2Oll tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah
Kabupaten Barito Timur Nornor 5 Tahun 2Olt);

Peraturan Daerah Kabupa:en Barito Timur Nomor 6 Tahun
2OII tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah
Kabupaten Barito Timur No:nor 6 Tahun 2Oll);

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 7 Tahun
2}tl tentang Retribusi Pe.:izinan Tertentu (Lembaran Daerah
Kabupaten Barito Timur No rror 7 Tahun 2O11);

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 8 Tahun
2Ol4 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(l,embaran Daerah Kabupalen Barito Timur Tahun 2Ol4 Nomor
1e);

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun
2OL6 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Barito Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Barito
Timur Tahun 2016 Nomo:' 31, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Barito Timur Nomor 27);

Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 29 Tahun 2Ol4 tentang
Kebijakan Akuntasi Pemerietah Kabupaten Barito Timur (Berita
Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2OL4 Nomor 29);

Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 3O Tahun 2Ol4 tentang
Sistem Akuntasi Pemerinteh Daerah dan Bagan Akun Standar
Kabupaten Barito Timur (B,:rita Daerah Kabupaten Barito Timur
Tahun 2Ol4 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

MenetapKan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN
PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PA"IAK DAERAH DAN
RBTRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud de ngan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.
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2. Bupati adalah Bupati Barito Timur.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Barito Tinrur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Dae:'ah Pemerintah Kabupaten Barito

Timur.
6. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah Pemerintah

Kabupaten Barito Timur.
7. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan

Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur'.

8. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pa- ak, adalah kontribusi wajib kepada
Daerah yang terutang oleh orang pribadi ;rtau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan undang-undang, dengan tilak mendapatkan imbalan secara
langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya
kemakmuran ralqrat.

9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah
sebagai pembayaran atas jasa atau perrberian izin tertentu yang khusus
disediakan danf atau diberikan oleh Pemr:rintah Daerah untuk kepentingan
orang pribadi atau Badan.

10. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegieLtan mulai dari penghimpunan data
objek dan subjek pajak atau retribusi, penr:ntuan besarnya pajak atau retribusi
yang terutang sampai kegiatan penagihan pqjak atau retribusi kepada Wajib
Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

ll.Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif
adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja
tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.

Pasal 2

Pemberian dan pemanfaatan Insentif pt:mungutan Pajak dan Retribusi
dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kev'rajaran, dan rasionalitas disesuaikan
dengan besarnya tanggung jawab, kebutuheLn, serta karakteristik dan kondisi
objektif daerah.

BAB II

INSENTIF PEMUI\IGUTAN
PAJAK DAN RE"TRIBUSI

Bagian Kese.tu
Penerima Insr:ntif

Pasal 3

(1) Insentif diberikan kepada Perangkat Dae rah Pelaksana Pemungut Pajak dan
Retribusi.

{2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan
kepada :

a. pejabat dan pegawai Perangkat Daerah Pelaksana Pemungut Pajak dan
Retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;

b. bupati dan wakil bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan
daerah;

c. sekretaris daerah selaku koordinator pr:ngelolaan keuangan daerah;



d. pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat desa/kelurahan dan
kecamatan, kepala desa/lurah atau se rutan lain dan camat, dan tenaga
lainnya yang ditugaskan oleh Perangkat Daerah Pelaksana Pemungut Pajak;
dan

e. pihak lain yang membantu Perangkat Daerah Pelaksana pemungut Pajak
dan Retribusi.

(3) Pemberian Insentif kepada
sebagaimana dimaksud pada
dalam hal belum diberlakukan
bersangkutan.

bupati, wakil bupati, dan sekretaris daerah
ayat {21 huruf b dan huruf c dapat diberikan
ketentuan nrengenai remunerasi di daerah yang

Pasal 4

(4)

(5)

(1)

(21

(1) Perangkat Daerah Pelaksana Pemungut Paje& dan Retribusi dapat diberi Insentif
apabila mencapai kinerja tertentu.

(2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud
meningkatkan :

a. kinerja Perangkat Daerah;

b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawa

c. pendapatan daerah; dan

pada ayat (1) dimaksudkan untuk

Perangkat Daerah;

d. pelayanan kepada masyarakat.
(3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksr-d pada ayat (1) dibayarkan setiap

triwulan pada awal triwulan berikutnya.
Dalam hal target kinerja suatu triwulan tirlak tercapai, Insentif untuk triwulan
tersebut dibayarkan pada awal triwulan br:rikutnya yang telah mencapai target
kinerja triwulan yang ditentukan.
Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai,
tidak membatalkan Insentif yang sudah dib ayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Pasal 5

Kinerja pemberian insentif per jenis Pajak dan Retribusi, apabila target
penerimaan:
a. sampai dengan triwulan I : l5oh (lima be.as perseratus);

b. sampai dengan triwulan lI : 4Oo/o (empat puluh perseratus);

c. sampai dengan triwulan III :75o/o (tujuh puluh lima perseratus); dan
d. sampai dengan triwulan IV : 1O0% (seratus perseratus).
Apabila pada akhir triwulan I realisasi rrLencapai 15o/o (lima belas perseratus)
atau lebih, Insentif diberikan pada awa-l trivrrulan II.
Apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari 15% (lima belas perseratus),
Insentif tidak diberikan pada awal triwularL II.
Apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai 4OYo (empat puluh perseratus)
atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan
triwulan II.
Apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari 4ooh (empat puluh
perseratus), Insentif untuk triwulan II beltLm dibayarkan pada awal triwulan III.
Apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 75o/o (tujuh puluh lima
perseratus), Insentif tidak diberikan pada lwal triwulan IV.

Apabila pada akhir triwulan III realisesi mencapai 75oh (tduh puluh lima
perseratus) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan IV.
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(8)

(e)

Apabila pada akhir triwulan IV realisasi rrrencapai 1O0% (seratus perseratus)
atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan.

Apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari LAOo/o (seratus perseratus)
tetapi lebih dar\ 75o/o (tujuh puluh lima perseratus), Insentif diberikan untuk
triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.

Bagian Kedua
Sumber InserLtif

Pasal 6

Insentif bersumber dari pendapatan Pajak darL Retribusi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Besaran Insentif

Pasal 7

Besarnya Insentif ditetapkan 5o/o (lima perseratus) dari rencana penerimaan
Pajak dan Retribusi dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Pajak
dan Retribusi.
Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan.

Pasal 8

Besarnya pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2)
huruf a, huruf b, dan huruf c unftrk setiap bulannya dikelompokkan
berdasarkan realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi tahun anggaran
sebelumnya dengan ketentuan :

a. di bawah Rp 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), paling tinggi
6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;

b. Rp 1.OOO.000.00O.000,00 (satu trLliun rupiah) sampai dengan Rp
2.5O0.0OO.OOO.OOO,OO (dua triliun linra ratus milyar rupiah), paling tinggi
7 (tujuh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;

c. di atas Rp2.5O0.OOO.OO0.O00,OO (dua triliun lima ratus milyar rupiah),
sampai dengan Rp7.50O.O00.0OO.OO(),00 (tujuh triliun lima ratus milyar
rupiah), paling tinggi 8 (delapan) kali gaji pokok dan tunjangan yang
melekat;

d. di atas Rp 7.5OO.OOO.OOO.OO0,OO (tujrrh triliun lima ratus milyar rupiah),
paling tinggi 1O (sepuluh) kali gaji pokrk dan tunjangan yang melekat.

Besarnya pembayaran Insentif untuk pomungut Pajak Bumi dan Bangunan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d ditetapkan paling tinggi
sebesar 5o/o (lima perseratus) dari besarnya Insentif yang ditetapkan
berdasarkan ketentuan Pasal 7.

Besarnya pembayaran Insentif untuk pihak lain sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (2) huruf e ditetapkan praling tinggi sebesar loyo (sepuluh
perseratus) dari besarnya Insentif yang ditetapkan berdasarkan ketentuan
Pasal 7.

Apabila dalam realisasi pemberian Insent,f berdasarkan ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa k:bih, harus disetorkan ke kas daerah
sebagai penerimaan daerah.

(1)
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(3)

Pasal 9

Penerima pembayaran Insentif sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan
besarnya pembayaran Insentif sebagaimana rlimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)

ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN,
DAN PERTANGGUNG. ]AWABAN

Pasal 1O

Kepala Perangkat Daerah Pelaksana Pemurrggt Pajak dan Retribusi meny'usun
p.nganggaran Insentif pemungutan Pajak. dan/atau Retribusi berdasarkan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Penganggaran Insentif pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan
jenis belanja pegawai, objek belanja Insentif pemungutan Pajak serta rincian
objek belanja Pajak.

Penganggaran Insentif pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat

1f1 dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan
jenis belanja pegawai, obyek belanja Insentif pemungutan Retribusi serta
rincian obyek belanja Retribusi.

Pasal 1 1

Dalam hal target penerimaan Pajak dan Retribusi pada akhir tahun anggaran telah
tercapai atau terlampaui, pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada tahun
anggiran berkenaan, pemberian Insentif diberikan pada tahun anggaran
beritutnya yang pelaksanaannya sesuai dengar ketentuan peraturan perundangan-
undangan.

Pasal 12

pertanggungjawaban pemberian Insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KSTENTUAN PERALIHAN

pemberian insentif untuk Tahun Anggaran 2AW dapat dibayarkan mulai bulan
Januari 2Afi sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Barito Timur Tahun Anggaran 2017 serta .A,nggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Perubahan Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2A17, dan dilakukan
sesuai ketentuan Peraturan Bupati ini.



KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Barito Timur
Nomor 27 Tahun 2O11 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Barito Timur (Berita Daerah
Kabupaten Barito Timur Tahun 20ll Nomor 271 dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Timur.

Ditetapkan di Tamiang Layang
pada tanggal 21 oFroBrF 2AL7

BUPATI BARTTO TIMUR,e*
Diundangkan di Tamiang Layang
pada tanggal 1'l otrrogEB 2Ol7

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR

ESKOP

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2017 NOMOR .*?.


